SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 150/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444 /2015
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUWU UTARA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat
(9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

i bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara
Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang 13  Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3826);
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801)sebagaimana telah
diubah dengan Undang—UndangJ Nomor 2 Tahun
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik |[(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum| (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Igepubh'k Indonesia
Nomor 5246);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan | Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran |Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316};
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indjnesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran [Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerin Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014| tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  5588)
sebagaimana telah diubah denglan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaralm Negara Republik

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwuutara




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

-3-

' Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi|Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Xomisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah, | terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomeor 01 Tahun
2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi %’emﬂiha.n Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana tellah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2008,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil | Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 565|>);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2015 tentang Kampanye Pemililllan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2015 tentang Dana Kampanye Femilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Beﬁita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 720).

Keputusan Komisi Pemilihan [Umum Kabupaten
Luwu Utara Nomor 7/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-
025.433444/2015 tentang Tahapan, Program, dan
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Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2015;
Keputusan Komisi Pemilihan [Umum Kabupaten
Luwu Utara Nomor: 40/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-
025.433444 /2015 tentang Pedoman = Teknis
Kampanye Pemilihan Bupati dan|Wakil Bupati Luwu
Utara Tahun 2015;
Keputusan Komisi Pemilihan [Umum Kabupaten
Luwu Utara Nomor: 42/Xpts/P.KWK/KPU-Kab-
025.433444/2015 tentang | Pedoman Teknis
Pelaporan Dana Kampanye Peserlta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;

Keputusan Komisi Pemilihan |Umum Xabupaten
Luwu Utara Nomor: /Kpts/P.KWK/KPU-Kab-
025.433444/2015 tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Luwu Utara Tahun 2015;

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor
349/KPU/VII/ 2015 tentang |Pengadaan Bahan
Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Iklan Kampanye
dan Debat Publik dalam dalam |Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota ;
Keputusan Bupati Luwu | Utara Nomor

188.4.45/276/IV /2015 tentang|Penetapan Standar
Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara
Tahun 2015;
Perjanjian Hibah Nomor : 013/KB/P.KWK/KPU-Kab-
025.433444/2015 tentang Pelaksanaan Dana Hibah
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Luwu Utara Tahun 2015;

Rapat Koordinasi tentang |[pembatasan Dana

Kampanye antara Komisi |Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Utara dengan Partai Politik,
Gabungan Partai Politik atau peltugas yang ditunjuk
calon,

- Berita. Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Luwu Utara Nomor:
149/BA/P.KWK/LU/VIII/2015 |Tanggal 14 Agustus
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2015 Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara
Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBATASAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU
UTARA TAHUN 2015.

KESATU 3 Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun
2015 sebeasr Rp. 8.601.443.400 (delapan milyar
enam ratus satu juta empat ratus empat puluh tiga

ribu empat ratus rupiah) untuk jenis Metode

Kampamye :
a. Rapat Umum
b. Pertemuan Terbatas
c. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
d. Pembuatan Bahan Kampanye
e. Jasa Managemen/Konsultan
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

pada tanggal 14 Agustus 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

O

Andriany Tandi
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